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ABSTRAK 
 

 
Komplek ini memang dulunya rumah dinas POLRI sepenuhnya, tetapi 

karena ada pelebaran subsidi pemerintah dengan sistem kreditan, maka sebagian 
besar Blok telah menjadi hak milik tetapi masih ada Blok yang berstatus rumah 
dinas yang ditempati oleh pensiunan POLRI dan itu disewakan. Blok tersebut 
adalah Blok A di Komplek POLRI atau RT 10 RW 03 Gowok Caturtunggal 
Sleman Yogyakarta. Sekarang Komplek tersebut dihuni atau dimiliki oleh 
purnawirawan POLRI atau keluarganya yang disewakan kembali kepada 
mahasiswa dan masyarakat umum. Padahal Rumah Dinas tersebut masih di miliki 
oleh pemerintah yang hanya untuk ditempati POLRI yang masih aktif. 

Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud untuk meneliti:              
1) Bagaimana sewa menyewa rumah dinas di Komplek Polri Gowok Caturtunggal 
Sleman Yogyakarta? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rumah 
dinas yang disewakan kembali di Komplek Polri Gowok Caturtunggal Sleman 
Yogyakarta? 

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan karena bersumber 
datanya dari lapangan (Field research) dengan pendekatan normatif yakni 
mengkaji data yang ada menggunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir 
induksi maupun deduksi. Kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah 
hukum Islam. 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa 
Rumah Dinas tidak berjalan dengan baik karena adanya rumah dinas yang 
disewakan kembali yang seharusnya dikembalikan kepada pemerintah karena 
telah habis masa jabatannya sebagai POLRI dan kebanyakan yang menghuni dan 
menyewakan kembali adalah purnawirawan atau keluarga dari purnawirawan 
yang telah memiliki rumah di Blok lain di Komplek POLRI Gowok Caturtunggal 
Sleman Yogyakarta atau rumah diluar kota yang kemudian rumah dinas tersebut 
disewakan kembali kepada mahasiswa atau masyarakat umum. Dalam kasus sewa 
menyewa ini, objek yang disewakan tersebut adalah berupa rumah dinas POLRI 
yang awal semula diperuntukkan sebagai rumah tinggal POLRI yang berdinas 
atau masih aktif dan kemudian disewakan kembali. Sebenarnya objek sewa 
menyewa itu pun masih layak untuk dihuni kepada siapapun. Hanya saja objek 
sewa menyewa tersebut bukan milik sendiri melainkan milik pemerintah yang 
seharusnya biaya sewa (ujrah) itu diterima oleh pemerintah dan bukan keluarga 
atau POLRI yang telah pensiun dan habis masa jabatannya. Maka perbuatan 
mengulang sewakan ini tidak diperbolehkan sesuai dengan prinsip syari’ah karena 
telah merugikan orang lain dan telah timbul mafsadat dan sudah melanggar 
perjanjian, dalam hal seperti ini pemilik barang dapat meminta pembatalan atas 
perjanjian yang telah disediakan dan seharusnya Rumah Dinas tersebut 
dikembalikan kepada Pemerintah. 
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MOTTO 
 

 �����ا���� أ�
�ا أو
�ا ������د
 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Al- Maidah (5): 1 
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KATA PENGANTAR 


�� ا� ا�ّ� �
	 ا�ّ� ��� 

ن ��ّ�$�ا  أ ! �&�% �$# وأ�$��   ! إ�# إّ! ا� و��� أ��� أن ،ا������� ا���� � رب

 .وا�03ة وا�1$0م (-$, '$��.� ��ّ�$� و(-$, أ�$# وأ+$���# ا*��$��         ()�� ور'��#

 ���: أ��

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-

pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah 
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penyusunan kalimat maupun teknik analisanya, sehingga dalam skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 

penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang 

dikehendaki.  

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim 

penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada: 

1.  Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang 

mulanya ‘semrawut’ ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga 

juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. 

Amin. 

5.  Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan 
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Hazmi Tio dan si bontot Fathu Rizki Tio yang ingin masuk perguruan tinggi, 
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Batavi, JBC (Jakarta Bikers Community), IKAMASI-Yogyakarta, Alfa-5 

(Alumni Ali Maksum 2005), special thanks to Erte, Akbar, Udin, Asong, 

kahfi (pejuang-pejuang target wisuda bersama), Ulin Najah, Zahrotal Hayati, 

Virgiana Riawaty (ex. girlfriend) dan my beloved Naila Masruroh.   

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi 

penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi 
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      20 Oktober 2011 M 

Penyusun, 

 
 

Tio Feby Ahmad 
NIM: 05380037 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 

0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 

tanda sekaligus sebagai berikut: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

    ba>’ b be ب

   ta>’ t te ت

 s|a> s\ s\ (dengan titik di atas) ث

    ji>m    j je ج

 h{a>’ h{  h{a (dengan titik di bawah) ح

    kha>’ kh ka dan ha خ

    da>l d de د

 z|a>l z\ z\e (dengan titik di atas) ذ

    ra>’ r er ر

    za>i z zet ز

    si>n s es س

   syi>m sy es dan ye ش

 s}a>d s} s} (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d} d{ d}e (dengan titik di bawah) ض
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 t{a> t{ t{e (dengan titik di bawah) ط

 z{a>’ z{ z{et (dengan titik di bawah) ظ

 ain ´ koma terbalik di atas‘ ع

   gha> g ge غ

   fa>’ f ef ف

   qa>f q qi ق

    ka>f k ka ك

 la>m l el/ al ل

   mi>m m em م

   nu>n n en ن

   wa>w w w و

   ha>’ h ha هـ

   hamzah ‘ Apostrof ء

   ya>’ y ye ي
 

B. Vokal (tunggal dan rangkap) 

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Vokal Nama Huruf latin Nama 

 َ Fath}ah a A 

 ِ Kasrah i I 

 ُ D}ammah u U 
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Pـ..َ. 
Fath}ah dan ya ai a dan i 

 .َ..ـ�
Fath}ah dan wau au a dan u 

 
Contoh : 
 

RَSََآ 
Kataba UَVِ'ُ Su'ila 

Uَ�َ
َ 
Fa‘ala Wَ�َْآ Kaifa 

 ذُآَِ&
Z|ukira َْ�ل�َ H{aula 

Rََُ�ْ�ه 
Yaz\habu   

C.   Vocal Panjang (maddah): 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan alif a> a dengan garis di atas .َ..ـ�

Pـ..َ. 
Fath}ah dan ya a> a dengan garis di atas 

Pـ..ِ. 
Kasrah dan ya i> i dengan garis di atas 

 D{ammah dan wau u> u dengan garis di atas .ُ..ـ�
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Contoh : 

 �Yَلَ
Qa>la YِUَ�ْ  Qi>la 

 Yaqu>lu  َ�ُ�ْ�لُ <Rama رََ�,

 

D. Ta’ Marbu >t}ah>t}ah>t}ah>t}ah 

1. Transliterasi ta’ marbu>t}ah hidup atau yang mendapat harakat fath}ah, 

kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbu>t}ah mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah “h”. 

3. Jika Ta’ Marbu>t}ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), 

dan bacaannya terpisah, maka ta’ marbu>t}ah tersebut ditransliterasikan 

dengan “h”. 

 

Contoh: 

Zَْلَِْ̂[رَوَْ\ُ] ا�  Raud}ah al-at}fa>l 


ُ] اْ�ُ�َ
�_رَةِاَْ�َ�ْ�ِ�َ  al-Madi>nah al-Munawwarah 

[ُ�َ-َْ̂  T{alh}ah 

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydi>d dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh : 

̀_لَ  Al-h}ajj اNazzala aّ�َ�َْ َ.ـ

b&(ِ�َْا Al-birru cَd�.ُ Nu'ima 
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F. Kata Sandang  “ ال   ” 

Kata sandang “ ال   ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata 

penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun 

syamsiyah. 

Contoh : 

Uُ*ُ_&�َا ar-rajulu eُ�ْ�ِ(َ�َْا al-badi>>'u 

  al-qalamu اَْ�َ�َ-as-sayyidatu cُ اd�_f�ََ�ةُ

 

G. Hamzah 

Hamzah ditansliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal 

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 inna إِن_ gُ �ْhَ ta'khuz\u>naُ�وْنَ

 umirtu أُِ�ْ&تُ 'an-nau اَ�
_ْ�ءُ

�Pْءٌَ   Syai'un Uََأَآ akala 

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il atau kata kerja, isim maupun huruf, 

ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf 

atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

َ̀انَ 
َ�وُْ
�ا اUَ�ْjَ�ْ وَ اْ�ِ�ْ�َ Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>n 

Uِ�ْ-ِkَ�ْا cُ�ِْإِْ�َ&اه  Ibra<hi<m al-khali<l 

 �ِ�َ lِ�ْ(َ�ْا ba�ِ ِس�_
وَِ�-_ِ# َ(َ-P ا�
 اْ'�nَSَعَ إَِ�ْ�ِ# َ'ِ)0ً�ْ

Walilla>hi 'ala an-na>si h}ijju al-baiti 
manistat}a>'a ilaihi sabi>la> 

I. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri 

tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat. 

Contoh : 

 Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l وََ��ُ�َ��_ٌ� إِ!_ رَُ'ْ�ل

ِ̀لَ ِ
ْ�ِ# اْ�ُ�ْ&oنُ �ْ�ُ& ر�pَ�ََنَ اْ�ِ�ي أُْ.َ Syahru Ramad}a>n al_laz\i> unzila fihi al- 
Qur'a>n 


_�سِ -�ِ eَ\ُِو lٍ�ْ�َ َإِن_ أَو_ل Inna awwala baitin wud{i'a li an-na>si 
 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Yogyakarta, sebagai bagian dari kota besar yang ada di pulau jawa 

menunjukkan peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk yang tinggi. 

Perkembangan jumlah penduduk ini selain dipengaruhi oleh angka kelahiran juga 

sebagai akibat dari besarnya jumlah imigran.       

Hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan Kota pelajar, pariwisata, 

budaya dan perdagangan. Ribuan institusi pendidikan berkembang dan bertambah 

seiring dengan semakin banyaknya pendatang di Yogyakarta sebagai pelajar dan 

mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di kota pelajar ini. Banyaknya para 

pendatang dari berbagai daerah ini, maka akan terdapat tempat kos-kosan atau 

pondokan 

Manusia dalam kehidupannya tentu memerlukan berbagai kebutuhan 

diantaranya kebutuhan sandang, pangan dan tentu saja kebutuhan papan yaitu 

tempat tinggal. Manusia diberikan akal yang sehat untuk diberi kebebasan 

memilih dan menentukan pakaian, makanan, tempat tinggal yang ia sukai dan 

pantas baginya.  

Kebanyakan orang ingin mencari tempat tinggal dengan lingkungan dan 

penduduk yang baik baginya, tempat yang layak dan tentu saja tempat yang 

disewakan itu pondokan yang boleh disewakan dan bermuamalah sesuai dengan 

syariah Islam, sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Qur’an : 



2 
 

�اض ������� إ
 أن ���ن � ����� ��أ��� ا���� أ���ا 
 ��آ	�ا أ��ا���� �� �رة 

  ����1 و
 �)'	�ا أ&%$�� إن ا# آ�ن ��� ر"�!�

Banyak dari berbagai macam pondokan yang tidak mengetahui apakah 

tempat pondokan itu sudah mempunyai izin membangun dan mempunyai izin 

untuk disewakan kepada orang lain. Jika seseorang yang menyewakan tidak 

mengerti pondokan yang boleh dan tidak boleh disewakan, maka bagaimana 

dengan penyewa pondokan yang hanya tahu untuk membayar sewa  tempat 

pondokan. 

Hakikat penegakan hak merupakan suatu proses yang melibatkan banyak 

hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal 

tersebut. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :  

1. Faktor hukumnya sendiri  

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau yang 

menggerakkan hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

diterapkan.  

5. Faktor  kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.2 

                                                             

 
1 An-Nisa (4) : 29. 
 
2 Soejono Soekamto,  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Rajawali Press, 1983), hlm. 4-5. 
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Dari berbagai macam pondokan yang ada di Yogyakarta tentu saja tidak 

semuanya benar dan menjalankan peraturan dengan baik dan benar. Masih banyak 

pondokan yang bermasalah dengan berbeda permasalahan, di antaranya 

Pelanggaran ringan dan berat yang ditemukan antara lain rumah tidak berinduk 

semang, kos campur, tidak ada ruang tamu, pemondok tidak mempunyai Surat 

Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan pelanggaran lainnya.3 

Di sini terdapat kasus yang berbeda yaitu Rumah Dinas yang dijadikan 

sebagai pondokan atau dijadikan sebagai tempat sewa menyewa. Daerah tersebut 

adalah di Komplek POLRI Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta. 

Komplek ini memang dulunya rumah dinas POLRI sepenuhnya, tetapi 

karena ada pelebaran subsidi pemerintah dengan sistem kreditan (KPR) maka 

sebagian besar Blok telah menjadi hak milik tetapi masih ada Blok yang berstatus 

rumah dinas yang ditempati oleh pensiunan POLRI dan itu disewakan.4 Blok 

tersebut adalah Blok A di Komplek POLRI atau RT 10 RW 03 Gowok 

Caturtunggal Sleman Yogyakarta. Sekarang Komplek tersebut dihuni atau 

dimiliki oleh purnawirawan POLRI atau keluarganya yang disewakan kembali 

kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Padahal Rumah Dinas tersebut masih 

di miliki oleh pemerintah yang hanya untuk ditempati POLRI yang masih aktif. 

Rumah Negara atau Rumah Dinas (Rumdin) yang biasa disebut oleh orang 

secara umum atau rumah dinas jabatan secara khusus adalah bangunan yang 

                                                             

 
3 Sri Puryandari,” Implementasi Perda No 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 

Pemondokan Di Yogyakarta”,  Skripsi Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2003). 

 
4 Wawancara dengan Ketua RT 12,  Blok C Komplek POLRI Gowok, Caturtunggal, 

Sleman, Yogyakarta, tanggal 7 April 2011. 
 



4 
 

dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai 

Negeri.5 

 Sebenarnya penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada 

Pejabat atau Pegawai Negeri.6 Penghuni Rumah Negara itu sendiri wajib :7 

1. Membayar sewa rumah 

2. Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan 

fungsinya. 

Dalam hal ini rumah negara tersebut disewakan kembali kepada penghuni lain 

untuk dijadikan sebagai pondokan kepada penyewa seperti mahasiswa atau orang 

lain yang mencari tempat tinggal. Berkaitan dengan uraian yang tertulis dalam 

latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai SEWA MENYEWA RUMAH DINAS DI KOMPLEK POLRI 

GOWOK CATURTUNGGAL SLEMAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI 

HUKUM ISLAM. 

 

 

 

                                                             

 

5 PP. Nomor 40 Tahun 1994, Pasal 1 Ayat (1). 

6 Ibid., Pasal 7. 

7 Ibid., Pasal 10. 
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B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sewa menyewa rumah dinas di Komplek Polri Gowok 

Caturtunggal Sleman Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rumah dinas yang 

disewakan kembali di Komplek Polri Gowok Caturtunggal Sleman 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Menjelaskan tentang praktik sewa menyewa rumah dinas di Komplek 

POLRI Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta dan menganalisis apakah praktik 

tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini 

adalah: 

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu syari’ah. Serta 

menjadi rujukan penelitian berikutnya. 

2. Dapat dijadikan masukan bagi sewa menyewa rumah dinas dalam 

melakukan praktik pondokan agar dapat menjelaskan rumah dinas 

menjadi pondokan sesuai dengan hukum Islam. 
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D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu hal yang sangat berguna dalam proses 

pembahasan skripsi dan juga untuk menunjukkan kejujuran dalam penelitian 

karya ilmiah ( skripsi ) yang akan disusun bukan karya adopsi untuk menghindari 

duplikasi. 

1. Buku Hukum Perjanjian Dalam Islam, karya Chairuman Pasaribu dan 

Suhrawardi, yang menjelaskan tentang syarat sahnya sewa menyewa, 

perihal risiko, mengulang-sewakan, sewa-menyewa rumah, sewa-

menyewa tanah, pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa.8 

2. Fiqh Muamalat, buku karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslih yang  berisi 

pembahasan tentang  fiqh muamalat terdapat pula bab mengenai  sewa 

menyewa.9 

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Puryandari, mahasiswi Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Widya Mataram Yogyakarta 

(UWMY) dengan judul “Implementasi Perda No 4 Tahun 2003 

Tentang Penyelenggaraan Pemondokan Di Yogyakarta”. Penelitian 

mengambil studi kasus di Kecamatan Umbulharjo Yogya 

menunjukkan dari 1.257 tempat pondokan baru sekitar 9 persen yang 

telah mempunyai SIPP. Dipilihnya Kecamatan Umbulharjo karena 

wilayahnya dipandang paling luas dari 14 kecamatan di kota Yogya. 

                                                             

 
8 Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 
 
9 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010). 
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Dari 7 kelurahan di Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Sorosutan 

banyak pondokan yang berizin (22 persen), Kelurahan Warungboto 

(19 persen), Kelurahan Semaki (15 persen) dan Kelurahan Muja Muju 

(15 persen). Temuan lain, meski telah lama diundangkan, Perda No 4 

tahun 2003 unsuccesfull implemented. Perda tersebut tidak hanya 

mengatur kepemilikan SIPP, namun juga ketertiban pondokan. Sidak 

yang telah dijalankan oleh aparat telah berjalan baik. “Pelanggaran 

ringan dan berat yang ditemukan antara lain rumah tidak berinduk 

semang, kos campur, tidak ada ruang tamu, pemondok tidak 

mempunyai Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan 

pelanggaran lainnya,” jelas Sri Puryandari.10 

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aris Syafi’i, Fakultas Syari’ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 dengan judul “Obligasi 

Syariah Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. 

Matahari Putra Prima TBK)”. Dalam hal ini meneliti tentang obligasi 

syariah ijarah yang berkembang saat ini. Obligasi syariah ijarah 

banyak digunakan atau dilaksanakan oleh para pelaku bisnis atau 

perusahaan-perusahaan besar, di antaranya adalah PT. Matahari Putra 

Prima Tbk. Obligasi syariah ijarah di PT. Matahari Putra Prima Tbk 

yaitu obligasi yang semula bertujuan guna mencari dana guna 

                                                             

 
10 Sri Puryandari, “ Implementasi Perda No 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 

Pemondokan Di Yogyakarta ”skripsi Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY). 
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membangun gedung. Akan tetapi malah digunakan untuk membayar 

sewa areal usaha.11 

5. Tesis yang ditulis oleh Dwi Hastuti program pascasarjana Universitas 

Diponegoro Semarang Tahun 2005 dengan judul “Kajian Yuridis 

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Perseroan Terbatas 

Kereta Api (Persero) Dengan Penyewa Di Kota Semarang”. Yaitu 

memaparkan permasalahan untuk mendapat informasi tentang obyek 

dengan mengambil beberapa responden sebagai sample. Tujuan utama 

PT Kereta Api (Persero) memberi fasilitas rumah dinas adalah untuk 

memperlancar pekerjaan pegawai yang berkaitan dengan tugas yang 

diembannya. Tetapi dalam perkembangan dan berjalannya waktu, 

penggunaan rumah dinas banyak menyimpang dari tujuan awal 

tersebut. Penghuni rumah dinas PT Kereta Api (Persero) sekarang 

terbagi: pegawai aktif, pensiunan dan pihak ketiga. Penghuni atau 

penyewa rumah dinas PT Kereta Api (Persero) berdasar SPR (Surat 

Penunjukan Rumah) yang merupakan perjanjian karena berisi 

beberapa klausula yang disepakati antara perseroan dengan penyewa. 

Dalam praktik banyak penyewa yang tidak mentaati ketentuan batas 

waktu menempati rumah dinas yang tercantum dalam SPR tersebut 

dengan alasan: karena uang pesangon yang diberikan perseroan tidak 

memadai, mereka telah keluar banyak biaya untuk merenovasi rumah 

                                                             

 
11 Muhammad Aris Syafi’i, “Obligasi Syariah Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus PT. Matahari Putra Prima TBK)” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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dan berharap dapat membeli rumah dinas tersebut. Sedang kendala 

yang dihadapi PT Kereta Api (Persero) untuk mengambil alih rumah 

dinas yang ditempati oleh yang tidak berhak adalah tuntutan ganti 

kerugian dari penghuni yang terlalu besar sehingga sulit untuk 

dipenuhi oleh perseroan, keinginan penyewa untuk membeli rumah 

dinas tidak dapat dipenuhi karena pihak perseroan belum memikirkan 

apalagi memutuskan untuk menjual rumah dinasnya.12 

E.   Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu 

barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat 

mengulang sewakan kembali, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang 

disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga 

tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. 

Andainya penggunaan barang itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 

dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulang sewakan tidak diperbolehkan, 

karena sudah melanggar perjanjian, dan dalam hal seperti ini pemilik barang dapat 

meminta pembatalan atas perjanjian yang telah disediakan.13 

Ijârah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijârah 

merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi keperluan 

                                                             

 
12 Dwi Hastuti, ”Kajian Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara 

Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) Dengan Penyewa Di Kota Semarang”, tesis pascasarjana 
Universitas Diponegoro Semarang (2005). 

 
13 Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 55. 
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hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan, dan 

lain-lain.  Secara etimologi dapat berarti ba’i manfaah yang berarti pemilikan atas 

manfaat.14 

Secara terminologi, ada  beberapa definisi ijârah yang dikemukakan para 

ulama fiqh : 

1. Ulama Hanâfiyah mendefinisikannya dengan :15 “Akad terhadap 

manfaat (benda) dengan imbalan”. Dalam literatur berbeda Ulama 

Hanâfiyah mendefenisikan ijârah sebagai :16 “Pemilikan manfaat 

(benda) dengan imbalan”. Defenisi kedua dari Ulama Hanâfiyah 

tentang ijârah, menurut Kamil Musa dalam Ahkâmu al-mu’âmalat 

memposisikan ijârah sebagai ba’i manâfi’i  hal itu dikarenakan di 

kalangan Hanâfiyah manfaat tidak dianggap sebagai harta.17 

2. Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan :18 ”Akad terhadap 

manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan 

dengan imbalan tertentu”. 

 

                                                             

 
14 Az-Zuhailỉ, Al-mu’âmalah al-mâliyah al-mua’s{irah (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2002), 

hlm. 72. 
 
15 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3802. 
 
16 Kâmil Mûsa.  Ahkâmu al-mu’âmalat. (Beirut: Ar-Resalah Publisher, 1998). hlm 290. 
 
17 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 73. 
 
18 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3804. 
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3. Ulama Malikiyah dan Hanâbilah mendefinisikannya dengan:19 

”Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan”. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menurut Wahbah az-

Zuhaili bahwa akad ijârah tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil 

buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan ijârahnya 

ditujukan kepada manfaat bukan benda atau barang.20 

4. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I 

tentang   Ketentuan  Umum   pasal 20 ayat  9  dinyatakan  bahwa  Ijarah 

adalah : ”Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran.”  

Setiap orang beriman berkewajiban untuk melaksanakan yang telah 

diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan sesuai dengan firman Allah 

swt: 

 21 �����ا���� أ���ا أو.�ا ���-)�د

1. Rukun Akad Ijârah  

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad ijârah  itu ada 

empat, yaitu :22 

a. Orang yang berakad : penyewa (musta’jir) dan pemberi sewa 

(mu’jir ) 

                                                             
19 Ibid. 
 
20 Ibid. 
 
21 Al-Maidah (5): 1. 

 
22 Az-Zuhailỉ, Al-mu’âmalat al-mâliyah al-muas{irah, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2002), 

hlm. 72. 
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b. Sighat (ijab dan kabul). 

c. Sewa/imbalan : harga sewa (ujrah) 

d. Manfaat obyek sewa (ma’jur)   

Menurut ulama Hanâfiyah, rukun al-ijârah itu hanya satu, 

yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan kabul persetujuan terhadap 

sewa-menyewa. Ulama Hanâfiyah menyatakan bahwa orang yang 

berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-

syarat ijârah, bukan rukunnya.23 

2. Syarat Akad Ijârah 

Agar pelaksanaan akad ijârah sempurna, berikut beberapa syarat 

dari sahnya akad ijârah;      

a. Syarat pihak yang berakad :24 

1) Cakap hukum (baligh dan berakal) 

2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau 

dibawah tekanan 

b. Syarat obyek yang disewakan : 

1) Manfaat barang dan atau jasa. 

2) Barang itu milik sah dan sempurna dari mu’jir  (al-milk al-tâm) 

atau barang itu tidak terkait dengan hak orang lain. 

 

                                                             

 
23 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 231. 
 
24 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3806. 



13 
 

3) Objek harus bisa dinilai dan dikenali secara spesifik (fisik). 

Artinya manfaat barang jelas.25 

4) Manfaat barang atau jasa tidak termasuk yang diharamkan atau 

dilarang bermanfaat.26 

5) Manfaat barang atau jasa bisa langsung diserahkan dan 

digunakan selama jangka waktu tertentu yang disepakati.27 

c. Syarat harga sewa (ujrah): 

1) Jelas disebutkan pada saat transaksi berupa uang, dirham, dinar 

dan lain sebagainya. Menurut Ulama Hanâfiyah pembayaran 

upah tidak boleh dalam bentuk manfaat yang serupa.28 Seperti 

sewa rumah dengan ujrah penyewaan rumah. Namun dalam 

fatwa DSN no : 09/DSN-MUI/IV/2000 perihal 

Pembiayaan Ijârah bahwa Pembayaran sewa atau upah boleh 

berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek 

kontrak. 

2) Jelas disebutkan berapa jumlah ujrah. 

d. Syarat akad atau Sig<a{t : 

1) Harus jelas dan disebutkan secara  spesifik dengan siapa 

berakad. 

                                                             

 
25 Kâmil Mûsa.  Ahkâmu al-mu’âmalat. (Beirut : Ar-Resalah Publisher, 1998). hlm 300. 
 
26 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3813. 
 
27 Ibid., hlm. 3814. 
 
28 Kâmil Mûsa.  Ahkâmu al-mu’âmalat. (Beirut : Ar-Resalah Publisher, 1998). hlm. 303. 
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2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dengan 

keinginan untuk melakukan kontrak sewa, harga dan jangka 

waktu yang disepakati. 

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat  menggantungkan 

keabsahan transaksi pada  hal atau kejadian yang akan datang 

yang tidak sesuai dengan esensi dari ijârah. Misalnya, mu’jir 

menyewakan rumahnya kepada pihak lain dengan syarat ia 

menempati selama 1 (satu) bulan, kemudian ia sewakan kepada 

orang lain.   Esensi dari ijârah adalah memberikan hak atas 

manfaat barang pada salah satu pihak yang berakad.29 

3. Sifat Akad Ijârah 

Ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad ijârah mengikat, 

tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah 

satu pihak yang berakad, misalnya penyewa wafat. Akan tetapi 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad ijârah mengikat, kecuali 

terdapat cacat pada objek sewa dan atau objek sewa tidak boleh 

dimanfaatkan.30 

4. Pembagian Akad Ijârah 

Dilihat dari segi objeknya, maka ijârah dibagi menjadi 2 

bagian yaitu: 

                                                             

 
29 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3828. 
 
30 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236. 
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a.  ijârah ’ala al-manâfi’i yang artinya sewa atas manfaat 

barang  

b. ijârah ’ala al-a’mâl yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. 

 Ijârah ’ala al-manâfi’i adalah ijârah yang menjadikan 

manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan 

dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si pemilik 

objek berupa ujrah atau fee. Sedangkan, ijârah ’ala al-

a’amâl adalah ijârah yang berkaitan pekerjaan dengan remunerasi 

yang diterima berupa al-ajr yang berarti upah.31 

5. Penentuan Ujrah 

Dalam fatwa DSN no : 09/DSN-MUI/IV/2000 perihal 

Pembiayaan Ijârah dinyatakan bahwa Kelenturan (flexibility) dalam 

menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 

tempat dan jarak. 

Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Bab X tentang Ijarah Bagian Keenam Pasal pasal 271 ayat 1 dan 2 

dinyatakan bahwa : “(1) Nilai atau harga ijârah antara lain ditentukan 

berdasarkan satuan waktu dan (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam 

ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun”.  

Selain itu, pada pasal 272 dinyatakan bahwa “(1) Awal waktu 

ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (2) Waktu 

ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak”. Sedang 
                                                             

 
31 Az-Zuhailỉ, Al-mu’âmalah al-mâliyah al-muas{irah., (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2002), 

hlm. 75. 
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pada pasal 273 dinyatakan : “Kelebihan waktu dalam ijarahan yang 

dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan 

atau kebiasaan”. 

6. Berakhirnya Akad Ijârah 

Para ulama menyatakan bahwa akad ijârah akan berakhir apabila :32 

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain 

sebagainya. 

b. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, 

maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa 

itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. 

c. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana 

pembatalan dalam akad jual beli. 

d. Menurut ulama Hanâfiyah berakhirnya akad ijârah karena salah 

satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijârah tidak dapat 

diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijârah tidak 

batal atau berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena 

manfaat boleh diwariskan dan ijârah sama dengan jual-beli, yaitu 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

e. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X 

tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa : “Akad ijarah dapat 

diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan 

kesepakatan”. 
                                                             

 
32 Az-Zuhailỉ, Al-Fiqh al-Islảmỉ wa Adillatuh, (Damaskus: Dảr al-Fikr, 2004), V: 3862-

3863. 
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Demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh 

salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat untuk itu. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa 

adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :33 

a. Terjadinya aib pada barang sewaan 

b. Rusaknya barang yang disewakan 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur a’laih) 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan 

e. Penganut Madzhab Hanafi menambahkannya dengan udzur. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara menurut sistem aturan tertentu. Maksudnya adalah 

upaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah  agar tercapai secara 

optimal. Sedangkan penelitian adalah sebuah rasa keingintahuan manusia 

terhadap sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa penyelidikan bersifat 

hati-hati dan kritis dalam mencari fakta, sehingga diperoleh pemecahan yang tetap 

terhadap suatu masalah.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan karena bersumber 

datanya dari lapangan (Field research), dalam hal ini tentang praktik 

                                                             

 
33

 Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56-57. 
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sewa menyewa rumah dinas di Komplek POLRI Gowok Caturtunggal 

Sleman Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menilai boleh atau tidaknya 

praktik sewa menyewa rumah dinas di Komplek POLRI Gowok 

Caturtunggal Sleman Yogyakarta. 

3. Sumber Data 

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

ini, penyusun merujuk pada: 

a. Sumber primer yaitu hasil penelitian lapangan di Komplek POLRI 

Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta. 

b.   Sumber sekunder yaitu: 

1) Karya-karya ilmiah atau penelitian tentang sewa menyewa 

rumah dinas dan kitab-kitab dan buku-buku tentang fiqh 

muamalat, serta beberapa buku lain yang membahas akad 

ijarah dan maqặsid asy-Syari’ah. Di samping itu juga referensi 

yang berkaitan dengan sewa menyewa.  

2) Interview 

 Adalah salah satu tehnik pengumpulan dengan jalan 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden.34 Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya 

                                                             

 
 
34 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 

1985), hlm.145. 
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langsung kepada responden, meliputi individu yang terlibat 

yakni purnawirawan POLRI Sleman yang menjadikan Rumah 

Dinas sebagai pondokan, dalam hal ini purnawirawan tersebut 

termasuk Ketua RW dan Ketua RT 13/Blok C Komplek POLRI 

Gowok, Kepala Dusun dan mahasiswa yang menyewa dan 

membeli rumah dinas. Sedangkan teknik wawancara 

menggunakan semi terstruktur (semi stuctured interview), 

yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel 

atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.35 

3) Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang didapat dari dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, antara 

lain : Data monografi Desa. 

4. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan 

normatif, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada 

dengan mendasarkan pada teks-teks yang bersumber pada hukum Islam. 

 5. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, digunakan analisis kualitatif melalui 

metode berfikir induksi maupun deduksi. 

                                                                                                                                                                       

 
35 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya -Upaya Pemberdayaan, 

(Yogyakarta: Yayasan Obor , 2001), hlm. 127. 
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a. Metode Induksi yang pada umumnya disebut generalisasi,36 

digunakan ketika didapati data tentang pelaksanaan 

penyelenggaraan di Komplek POLRI Gowok Caturtunggal 

Sleman Yogyakarta. Yang memiliki unsur sama. Dari data yang 

sama tersebut kemudian ditarik kesimpulan umum. 

b. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data yang 

universal (umum), kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.37 Menganalisis data berangkat dari norma  hukum Islam 

dan Perda untuk melihat pelaksanaan penyelenggaraan sewa 

pondokan di Komplek POLRI Gowok Caturtunggal Sleman 

Yogyakarta. Kemudian ditarik kesimpulan khusus yaitu praktik 

tersebut boleh atau tidak boleh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam memudahkan pembahasan dalam skripsi ini  untuk lebih mudah 

dipahami dan sistematis, penulis membagi isi skripsi ini ke dalam  beberapa 

bagian, menurut sistematika dibawah ini: 

BAB I, pendahuluan  yang bertujuan untuk mengantarkan pada 

pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab 1 ini berisi dari beberapa sub 

bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

                                                             

 
36 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 67. 
 
37 Ibid., hlm. 58. 
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, menjelaskan mengenai konsep dasar fiqih muamalat sebagai 

landasan dilanjutkan dengan pengertian sewa menyewa dan dasar hukumnya, 

rukun dan sifat sewa menyewa beserta aspek-aspek di dalamnya, sehingga lebih 

jelas atas dasar-dasar hukumnya. 

BAB III, pembahasan mengenai bagaimana praktik sewa menyewa rumah 

dinas yang dilakukan, rumah dinas yang telah menjadi hak milik dan rumah yang 

berstatus rumah dinas yang disewakan kembali dan wilayah penelitian yang 

meliputi letak geografis, pembagian wilayah dan penduduk yang tinggal di 

Komplek POLRI Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta, untuk 

menggambarkan praktik di lokasi tersebut. 

 BAB IV, merupakan hasil analisis terhadap sewa menyewa rumah dinas di 

Komplek POLRI Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta ditinjau hukum Islam 

dari segi objek dan berakhirnya sewa menyewa, dikaji dari boleh dan tidaknya 

sewa menyewa rumah dinas untuk disewakan kembali, maka dapat diambil suatu 

hukum yang lebih jelas. 

 BAB V, berisi penutup  yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. 

Penulisan  skripsi ini diakhiri oleh daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, 

dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam kasus sewa menyewa ini, ditinjau dari segi obyek sewa menyewa 

objek yang disewakan tersebut adalah berupa rumah dinas POLRI yang 

awal semula diperuntukkan sebagai rumah tinggal POLRI yang berdinas 

dan kemudian disewakan kembali. Sebenarnya objek sewa menyewa itu 

pun masih layak untuk dihuni kepada siapapun. Hanya saja objek sewa 

menyewa tersebut bukan milik sendiri melainkan milik pemerintah yang 

seharusnya biaya sewa (ujrah) itu diterima oleh pemerintah dan bukan 

keluarga atau POLRI yang telah pensiun dan habis masa jabatannya. 

Apabila sewa menyewa terhenti, maka penyewa wajib mengembalikan 

barang sewaan. Jika dalam bentuk barang bergerak, hendaklah diserahkan 

ke tangan pemiliknya. Jika dalam bentuk barang yang tidak bergerak 

seperti sawah atau rumah, hendaklah diserahkan kembali kepada 

pemiliknya dalam keadaan kosong dari barang-barang milik penyewa. Jika 

ditinjau dari segi waktu perjanjian sewa menyewa yaitu waktu perjanjian 

berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia 

berhak menerima upahnya. Waktu pembatalan akad sewa menyewa ini 

telah batal dengan sendirinya dikarenakan POLRI tersebut sudah tidak 

menjabat lagi. 
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2. Konsep maqas<{id asy-syari<‘ah, secara simpel menggambarkan sebuah 

hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (maqas<{id) sebuah 

teks (asy-syari<‘ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan 

realita. Aplikasi konsep maqas<{id asy-syari<‘ah terhadap hukum 

mengulangsewakan rumah dinas dapat dilakukan dengan menerapkan 

kaidah-kaidah pokok maqas<{id asy-syari<‘ah dalam metode istinbat} hukum. 

Menurut Syatibi, perbuatan yang dalam skala kecil berstatus mubah, 

namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka 

perbuatan itu menjadi makruh atau haram. Jika pemilik barang 

mensyaratkan tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain saat 

transaksi, penyewa tidak boleh melakukannya karena orang Islam itu 

sesuai dengan syarat yang mereka buat. Dari beberapa data yang ada, 

dalam pelaksanaan sewa menyewa rumah dinas di komplek POLRI 

Gowok terjadi pelanggaran ketika rumah dinas yang disewakan kembali 

adalah milik pemerintah daerah yang seharusnya dikembalikan, maka 

mengulangsewakan rumah dinas yang disewakan kembali tersebut adalah 

tidak boleh sesuai dengan prinsip syari’ah karena telah merugikan orang 

lain dan telah timbul mafsadat. 

 

 

 

 

 



63 
 

B. Saran 

1. Penelitian ini hanya sekelumit dari sekian banyak penelitian tentang sewa 

menyewa rumah dinas yang tentunya belumlah berarti apa-apa dalam 

kajian keIslaman yang begitu marak. Namun penyusun berharap agar 

skripsi ini dapat dijadikan referensi sampingan bagi para peneliti yang 

ingin membahas ini. 

2. Dalam mengukur kemaslahatan sebuah hal, tentunya tidak cukup hanya 

menggunakan parameter nalar semata, tapi perlu diperhatikan pula 

kaitannya dengan pokok-pokok syariat. 

3. Dikarenakan dampak yang timbul akibat sewa menyewa rumah dinas di 

Komplek POLRI Gowok Caturtunggal Sleman Yogyakarta itu cenderung 

kearah yang mafsadat. Oleh karena itu, hemat penyusun dalam situasi dan 

kondisi masyarakat dewasa ini praktik sewa menyewa rumah dinas perlu 

untuk ditinjau kembali, supaya tidak terjadi pelanggaran dalam praktiknya. 

Yaitu tidak hanya selektif pada saat pendaftaran efek tetapi juga aktif 

dalam mengawasi praktiknya. 

4. Dari uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian 

ini menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

akurat dan valid guna melengkapi kajian ini agar lebih bisa diterima oleh 

para pecinta hukum Islam. 
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